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Fajar Kartini. 2016. Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Aspek 
Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. 
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas 
Negeri Makassar. Dibimbing oleh Dr. Maharuddin Pangewa dan Dr. H. 
Muhammad Guntur. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, DampakKebijakan Pemekaran 
Desa pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone 
Kabupaten Luwu Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti 
menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan 
menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Dampak Kebijakan Pemekaran 
Desa pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone 
Kabupaten Luwu Utara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak Kebijakan Pemekaran Desa 
yang terjadi di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara telah 
memberikan dampak yang positif terhadap aspek pelayanan publik di sana, 
khususnya pada pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dilihat dari 
beberapa indikator yakni, Sistem/ Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, 
Biaya/Tarif, Sarana dan Prasarana dan Kompetensi Pelaksana. Menurut hasil 
penelitian, pemekaran yang terjadi pada Desa Sadar sangat berdampak positif 
pada pelayanan publik yang ada di sana, karena membawa perubahan yang lebih 
baik apabila dibandingkan pada saat sebelum pemekaran. Dengan kata lain, 
pemekaran Desa Sadar ini telah memenuhi harapan segenap masyarakat Desa 
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A. Latar Belakang 
 
Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah adalah  hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Jika berbicara masalah otonomi daerah maka tak akan lepas dari daerah 
otonom. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Secara teoritis, kata kunci dalam otonomi berarti juga desentralisasi. 
Desentralisasi, merupakan  penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Penyelenggaraan otonomi daerah selain sebagai amanat konstitusi, juga 
merupakan kebutuhan objektif bagi  pemerintah saat ini. Untuk memenuhi 
kebutuhan objektif tersebut, maka penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan 
mampu membuat penyelenggaraan pemerintahan  jauh lebih baik, efisien, efektif, 
mendorong dalam memberdayakan masyarakat, mengembangkan kehidupan yang 
1 
merata, adil serta mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
pembangunan daerah. Disamping itu, dengan adanya otonomi daerah diharapkan 
juga dapat membuka peluang bagi setiap daerah untuk lebih menggali dan 
memberdayakan potensi yang dimiliki daerah, serta memberi keleluasaan bagi 
daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. 
Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah pada hakekatnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 
kesehjateraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan 
peran serta masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan 
harapan-harapan tersebut maka dalam  rangka meningkatkan akselerasi dan 
kualitas pemerintahan daerah sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah 
yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka dipandang perlu melakukan 
pemekaran wilayah baik pada wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun 
Desa. 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 
tetang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, 
pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua 
daerah atau lebih. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia 
adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagai revisi dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Pemekaran wilayah adalah salah satu bentuk konkrit dari 
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.Kebijakan ini merupakan salah satu 
langkah strategis yang dipilih oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas 
 
 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan 
pembangunan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. 
Pemekaran wilayah ini dimaksudkan agar proses penyelenggaraan 
pemerintah dalam bidang pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat lebih 
merata, berkesinambungan serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 
Disamping itu pemekaran wilayah juga dimaksudkan agar dapat mempermudah 
ruang kontrol pemerintah terhadap masyarakat dan mempermudah komunikasi 
masyarakat terhadap pemerintah. 
Kebijakan pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut telah 
menimbulkan sikap pro dan kontra diberbagai kalangan politisi, tokoh 
masyarakat, pejabat pemerintah, dan diantara para pakar.Mereka memperdebatkan 
manfaat ataupun kerugian yang timbul dari banyaknya wilayah yang dimekarkan. 
Berbagai opini turut disampaikan oleh masyarakat, ada yang beropini bahwa 
pemekaran dilakukan semata-mata hanya untuk memperoleh dana baik dari 
pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, selain itu juga muncul sebuah 
tuduhan bahwa pemekaran merupakan sebuah bisnis dikalangan elit didaerah yang 
menginginkan sebuah jabatan atau posisi dari adanya pemekaran tersebut. 
Namun disisi lain banyak opini yang mendukung adanya pemekaran ini, 
pemekaran dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada daerah dalam 
mengelola daerahnya masing-masing, selain itu dengan adanya pemekaran juga 
dapat memperpendek rentang kendali pemerintah dalam mengontrol  
masyarakatnya. 
Terkait hal tersebut, terdapat dua penelitian terdahulu yang membahas 
masalah pemekaran, yaitu oleh Zakarudin pada tahun 2013 dengan judul 
“Dampak Pemekaran dalam Ketersediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa 
Waturempe Kecamatan Tikep Kabupaten Muna”. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif.Dari hasil penelitiannya menunjukan bahwa pemekaran 
tidak berdampak signifikan bagi ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat 
terlihat dari tidak adanya fasilitas jalan yang baik, fasilitas air yang tidak 
sebanding dengan tingkat penggunaan masyarakat, jaringan listrik yang hingga 
saat ini tidak ada serta pasar tradisional yang tidak beroperasi sehingga 
menghambat arus pemutaran barang dan jasa. Adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi tidak berdampaknya pemekaran terhadap Desa Waturempe adalah 
1) Kondisi Geografis, 2) Kurangnya inisiatif Pemerintah Desa dalam pengelolaan 
urusannya, 3) Tendensi Politis pasca pilkada kabupaten, 4) Kurangnya pendapatan 
asli desa dan 5) Keterbatasan sumber daya pemerintah kabupaten. 
Penelitian lainnya dilakukan oleh Wijoyo pada tahun 2013 dengan judul 
penelitian “Pemekaran Desa ditinjau dari Aspek Otonomi Daerah di Kecamatan 
Angkona Kabupaten Luwu Timur”.Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa ada tiga tahap proses 
pemekaran Desa Wanasari Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, yaitu 
tahap pertama, proses penjaringan aspirasi dimana masyarakat duduk bersama 
melakukan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan untuk memekarkan diri. 
Tahap kedua, pembentukan panitia pemekaran yaitu setelah mendapatkan 
kesepakatan untuk memekarkan diri masyarakat menentukan panitia pemekaran 
 
 
yang bertugas untuk membuat proposal usulan pemekaran ke bupati. Tahap ketiga 
yaitu proses penyusunan Raperda. 
Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa 
kebijakan pemekaran desa berasal dari aspirasi masyarakat yang menginginkan 
adanya pemekaran daerah demi mendapat kualitas hidup yang lebih 
baik.Meskipun pada dasarnya tujuan dilakukan pemekaran adalah untuk 
memperbaiki kualitas hidup masyarakat, namun tak jarang pemekaran justru tidak 
berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat sendiri.Berbeda dengan 
kedua penelitian terdahulu, fokus dari penelitian peneliti saat ini adalah dampak 
kebijakan pemekaran desa pada aspek pelayanan publik yakni pada pelayanan 
Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. 
Seiring berjalannnya waktu, banyaknya tuntutan masyarakat untuk dapat 
memperoleh pelayanan publik dan kesejahteraan hidup yang lebih baik, 
khususnya seperti yang dirasakan masyarakat Desa Sadar maka perlu adanya 
sebuah pemekaran.Desa Sadar merupakan Desa hasil pecahan dari Desa 
Tamuku.Sebelum dimekarkan Desa Tamuku memiliki luas wilayah 10, 2 
kilometer dengan jumlah penduduk sebanyak 3. 784 jiwa,  terdiri dari 810 Kepala 
Keluarga (KK), dan terbagi menjadi empat dusun yakni, Dusun Tamuku, Dusun 
Kembang Makmur, Dusun Walero dan Dusun Sadar. Setelah dimekarkan, Desa 
Tamuku memiliki jumlah penduduk sebanyak 2. 308 jiwa, terdiri dari 406 KK, 
dan terbagi menjadi empat Dusun, yakni Dusun Tamuku, Dusun Kembang 
Makmur, Dusun Tanatako dan Dusun Tondokura. 
Hasil pemekaran dari Desa Tamuku adalah Desa Sadar. Desa Sadar 
diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2012 oleh Bupati Luwu Utara Drs. Arifin 
Junaidi, M. M. Desa ini berdiri dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Sadar Kecamatan Bone-
Bone dan Desa Sumpira Kecamatan Baebunta. Desa Sadar memiliki jumlah 
penduduk sebanyak 1.475 jiwa, terdiri dari 404Kepala Keluarga (KK), dan terbagi 
menjadi empat Dusun yakni, Dusun Sadar, Dusun Walero, Dusun Tetelangka, 
serta Dusun Sappa. 
Sebelum dimekarkan dari Desa Tamuku sebagai desa induknya, Desa 
Sadar dulunya adalah salah satu dusun yang berada pada cakupan Desa Tamuku. 
Kantor pemerintahan yang berpusat di Desa Tamuku mengakibatan rentang 
kendali pemerintah terhadap masyarakat Desa Sadar saat itu cukup jauh, hal ini 
berdampak pada interaksi antara masyarakat Desa Sadar dengan pemerintah desa, 
sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masayarakat Desa Sadar 
dalam hal pelayanan publik khususnya dalam bidang administrasi kependudukan 
seperti pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga menjadi kurang maksimal. 
Dengan adanya pemekaran desa ini, diharapkan masyarakat dapat dengan 
mudah menerima pelayanan yang terbaik dari perangkat Desa Sadar khususnya 
dalam hal pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Disamping itu, 
diharapkan juga agar pembangunan infrasturktur desa dapat lebih merata masuk di 
Desa Sadar karena pada hakikatnya infrasturktur yang baik akan turut mendorong 
pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. 
 
 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut 
menganai “Dampak Kebijakan Pemekaran desa pada aspek pelayan publik di 
Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan pemekaran desa pada 
pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone 
Kabupaten Luwu Utara berdasarkan aspek Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, 
Biaya/ Tarif, Sarana dan Prasarana serta Kompetensi Pelaksana? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan pemekaran desa pada 
pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone 
Kabupaten Luwu Utara berdasarkan aspek Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, 
Biaya/ Tarif, Sarana dan Prasarana serta Kompetensi Pelaksana. 
D. Manfaat Hasil Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan 
sumber pengetahuan bagi masyarakat umum tentang dampak kebijakan 
pemekaran desa pada aspek pelayanan publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-
Bone Kabupaten Luwu Utara. 
 
 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan 
sekaligus kritikan terhadap perangkat pemerintah Desa Sadar terkait masalah 
pemekaran Desa yang berdampak pada pelayanan publik yang ada di Desa Sadar 






















TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Konsepsi Dasar Kebijakan 
Wilson dalam Wahab merumuskan kebijakan publik sebagai “tindakan-
tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai 
masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal 
diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh 
mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).
1
 
Dye dalam subarsono mengemukakan kebijakan publik adalah “apapun 
pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”.2 
Dunn dalam syafiie mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu 
rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau 
pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, 
seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesehjateraan 
masyarakat, kriminalitas perkotaan, dan lain-lain.
3
 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan publik merupakan sebuah tindakan atau langkah-langkah yang diambil 
oleh pemerintah dalam menangani suatu masalah-masalah yang terjadi demi 
mencapai kebaikan bersama. 
                                                          
1
Wilson dalam Wahab. 2012. Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyususnan Model-Model 
Implementasi Kebijakan Publik). Malang: Bumi Aksara, hal.13 
2
Dye dalam Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 2 
3
Dunn dalam Syafiie. 2006. Ilmu Administrasi Publik Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 106 
9 
2. Konsepsi Dasar Pemekaran Desa 
a. Pengertian Desa 
UUNo. 6 tahun 2014 tentang Desa mengemukakan bahwa “Desa adalah 
desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”.4 
Eko dalam Huda Mengemukakan “desa pada umumnya mempunyai 
pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural 
dengan struktur yang lebih tinggi.
5
 
Maschab dalam Huda Berpendapat bahwa apabila membicarakan masalah 
“desa” di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam 
penafsiran atau pengertian, yaitu: 
1) Pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk 
kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan 
menetapdalam suatu lingkungan, kehidupan mereka relative 
homogeny, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. 
2) Pengertian secara ekonomis, desa merupakan suatu lingkungan 
masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-
hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. 
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5
Maschab dalam Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press, hal 33 
 
 
3) Pengertian secara politik, dimana “desa” suatu organisasi 
pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik 




Pendapat lain juga dikemukakan oleh Geertz dalam Huda bahwa “desa 
berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti daerah pinggiran, tempat, daerah yang 
bergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang diperintah oleh 
suatu kekuasaan diluar desa. 
7
 
b. Pengertian Pemekaran Daerah/ Desa 
Jeddawi mengemukakan bahwa “pemekaran daerah adalah pemecahan 
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu 
daerah”.8 
Lebih lanjut, Yunaldi  dalam Sapi’i dkk mengemukakan bahwa pemekaran 
desa adalah pemecahan satu wilayah desa menjadi dua atau lebih dengan 
pertimbangan karena keluasan wilayahnya, kondisi geografisnya, pertumbuhan 
jumlah penduduk, efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik serta kondisi 
sosial politik yang ada.
9
 
Berdasarkan dua pernyataan tersebut, jelas bahwa pemekaran merupakan 
pemecahan daerah menjadi lebih dari satu daerah yang melalui beberapa proses 
pertimbangan seperti jumlah penduduk, luas daerah dan kondisi geografis. 
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3. Konsepsi Dasar Pelayanan Publik 
a. Pengertian Pelayanan Publik 
Sedarmayanti mengemukakan bahwa “pelayanan berarti melayani suatu 
jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang”.10 
Menurut  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009 tentang pelayanan 
publik dalam pasal 1 ayat (1), yang  dimaksud dengan pelayanan publik adalah: 
“kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan 
kegiatan pelayanan publik adalah setiap institusi/ lembaga yang 
menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik. Pelayaan publik terdiri dari 
tiga yaitu: atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif”.11 
 
Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 
merupakan suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dari pemerintah kepada 
masyarakat. Pelayanan-pelayanan publik yang diberikan berupa  pelayanan barang 
publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif.  Pelayanan 
administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai pelayanan 
administrasi kependudukan. 
Menurut Undang-Undang  Nomor  24 tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan, mengemukakan bahwa: 
“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui 
Pendaftaran Penduduk, Pencatataan Sipil, pengelolaan informasi 
Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan 
publik dan pembangunan sektor lain”.12 
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Berdasarkan penjelasan UU tersebut, pelayanan administrasi 
kependudukan terdiri dari pendaftaran penduduk  dan pencatatan sipil. 
Pendaftaran penduduk yang dimaksud adalah pencatatan biodata penduduk yang 
menghasilkan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau 
Kartu Keluarga.Yang kedua adalah pencatatan sipil, merupakan pencatatan 
peristiwa penting yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian dan 
perkawinan. Dokumen yang akan dihasilkan dari pencatatan sipil ini berupa Akta 
Kelahiran, Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Menikah. 
b. Standar Pelayanan Publik 
Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor  25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dibedakan menjadi dua bagian 
yaitu: 
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses 
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: 
a) Persyaratan 
b) Sistem, mekanisme dan prosedur 
c) Jangka waktu pelayanan 
d) Biaya/tarif 
e) Produk pelayanan 
f) Penanganan pengaduan, saran dan masukan 
 
2) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi: 
a) Dasar Hukum 
b) Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas 
c) Kompetensi pelaksana 
d) Pengawasan internal 
e) Jumlah pelaksana 
f) Jaminan pelayanan 
g) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 
h) Evaluasi kinerja pelaksana13 
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4. Berbagai Aspek Pemekaran Desa 
a. Syarat-Syarat Pemekaran Desa 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, mengemukakan bahwa pemekaran atau pembentukan daerah harus 
memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan, yaitu: 
1) Administratif 
Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan 
DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi 
cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan 
Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.  
Berbeda dengan syarat administratif untuk provinsi, syarat 
administratif untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD 
kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan 




Selanjutnya, syarat yang kedua adalah syarat teknis meliputi 
faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor 
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, 
kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain 
yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. 
 
3) Fisik Kewilayahan 
Syarat fisik kewilayahan meliputi paling sedikit 5 (lima) 
kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 
(lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) 





Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 1, terdapat 
juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang turut mengatur 
syarat-syarat pemekaran wilayah secara lebih spesifik yaitu syarat pemekaran 
desa, syarat-syarat pemekaran desa terdiri dari: 
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1) Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak 
pembentukan; 
2) jumlah penduduk, yaitu: 
a) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 
(seribu dua ratus) kepala keluarga; 
b) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 
(seribu) kepala keluarga; 
c) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 
(delapan ratus) kepala keluarga; 
d) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 
(tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga; 
e) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima 
ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga; 
f) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, 
Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) 
jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga; 
g) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 
dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa 
atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga; 
h) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling 
sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; 
dan 
i) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa 
atau 100 (seratus) kepala keluarga. 
3) wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; 
4) sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat 
sesuai dengan adat istiadat Desa; 
5) memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya 
manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; 
6) batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang 
telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota; 
7) sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; 
dan 
8) tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya 





Menurut beberapa syarat pemekaran yang ditetapkan pada Undang-
Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa sudah sangat jelas, bahwasannya pemekaran daerah 
tidak bisa begitu saja dilakukan dengan semena-mena melainkan harus melalui 
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persetujuan dari DPRD kabupaten/kota, gubernur/walikota serta rekomendasi 
menteri dalam negeri. Disamping itu daerah/desa yang akan dimekarkan juga 
harus memiliki luas daerah, jumlah penduduk, kemampuan ekonomi, dan potensi 
alam yang baik, agar kiranya setelah dimekarkan dari daerah induk, daerah hasil 
pemekaran mampu terus berkembang menjadi lebih baik. 
b. Faktor-Faktor Pemekaran Desa 
Ada Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemekaran daerah, 
baik berupa faktor pendorong maupun faktor penghambatnya. 
Makagansa mengemukakan bahwan ada beberapa motif dari proses 
pemekaran didaerah yang tidak disebut secara terbuka oleh para penggiat 
pemekaran, tetapi sesungguhnya menjadi faktor esensial yang kuat mendorong 
terjadinya pemekaran daerah, yaitu: 
1) Motif demi mencapai keadilan jumlah pemerintahan daerah di pulau 
Jawa vs luar Jawa 
2) Motif politik identitas kultur 
3) Motif demi menciptakan peluang perekrutan jabatan bagi elit lokal 
4) Motif menciptakan peluang kucuran dana pusat 
5) Motif merebut hasil kekayaan sumber daya alam 
6) Motif dalam rangka mewujudkan pemekaran provinsi 
7) Motif fasilitas aturan perundangan16 
 
Tim Bank Dunia dalam Ratnawati  menyatakan bahwa ada empat faktor 
utama yang mendorong terjadinya pemekaran wilayah yaitu: 
1) Motif untuk efektivitas/efisiensi administrasi pemerintahan mengingat 
wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan 
ketertinggalan pembangunan. 
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2) Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban-rural, 
tingkat pendapatan, dll) 
3) Adanya kemajuan fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang 
(disediakannya dana alokasi umum, bagi hasil dari sumber daya alam, 
dan disediakannya sumber-sumber pendapatan asli daerah). 
4) Motif pemburu rente para elit.17 
Jeddawi mengemukakan bahwa faktor terjadinya pemekaran adalah: 
1) Faktor pendorong seperti: faktor kesehjateraan, tidak meratanya 
pembangunan, rentan kendali pelayanan publik yang jauh dan tidak 
terakomodasinya representasi politik 
2) Faktor penarik seperti: kucuran dana (fiskal) dari pusat 
3) Faktor yang memfasilitasi munculnya pemerkaran, diantaranya adalah: 
proses persiapan untuk mekar, political crafting oleh para elit dan 




Selain itu, Bhakti dalam Ratnawati, juga menyebutkan “ada satu motif 
tersembunyi dari pemekaran (gerrymander) yaitu usaha pembelahan atau 
pemekaran untuk kepentingan parpol tertentu”.19 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa faktor-faktor pendorong dalam sebuah pemekaran daerah tidak sepenuhnya 
murni demi perbaikan kualitas hidup masyarakat, akan tetapi faktor-faktor lain 
seperti adanya kepentingan pribadi atau golongan-golongan elit yang ingin 
mendapatkan jabatan juga ikut serta dalam mendorong pemekaran suatu daerah. 
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c. Tujuan Pemekaran Desa 
Menurut Retnaningsih, dkk dalam Jeddawi, konsepsi pemekaran dapat 
dilihat dari konteks tujuannya dan dari indikator kelayakan suatu daerah untuk 
dimekarkan. Berikut adalah beberapa tujuan pemekaran yang dilihat dari beberapa 
aspek: 
1) Dari aspek ekonomi: pemekaran diharapkan dapat meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas proses pengambilan keputusan, sehingga 
pemerintah dapat merespon secara cepat kebutuhan masyarakat. 
2) Dari aspek politik: pemekaran daerah dapat meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, karena rentang 
kendali menjadi lebih pendek. 
3) Dari aspek sosial budaya: pemekaran diharapkan dapat 
mengakomodasi identitas lokal dan akan berpengaruh pada pilihan-
pilihan lokal dalam menentukan arah pembangunan daerah pemekaran. 
4) Dari aspek politik keamanan: pemekaran daerah akan mendorong 
berkembangnya lembaga-lembaga militer dan kepolisian diluar Jawa 




d. Prosedur Pemekaran Desa 
Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Penghapusan dan Penggabungan Daerah pasal 14 menyebutkan ada beberapa 
prosedur dalam pemekaran daerah, yaitu: 
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1) Adanya aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk 
Keputusan BPD (Badan Perwakilan Desa) untuk desa, atau Forum 
Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan yang menjadi 
calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan 
dimekarkan. 
2) Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar 
masyarakat setempat 
3) Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak 
aspirasi tersebut dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan 
hasil kajian daerah. 
4) Keputusan bupati/walikota disampaikan kepada gubernur dengan 
melampirkan: 
a) Dokumen aspirasi masyarakat 
b) Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota. 
5) Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi atau 
kabupaten/kota yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan 
hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya 
disampaikan kepada DPRD Provinsi 
6) Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD Provinsi, gubernur 
menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada presiden melalui 
menteri dengan melampirkan: 
a) Hasil kajian daerah 
b) Peta wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota 
c) Keputusan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan bupati/walikota 
d) Keputusan DPRD Provinsi dan Keputusan Gubernur.21 
 
e. Bentuk-Bentuk Pemekaran Desa 
Ibid dalam Santoso mengemukakan bahwa bentuk-bentuk permasalahan 
yang dihadapi daerah pemekaran adalah sebagai berikut: 
1) Aset daerah induk belum diserahkan ke daerah pemekaran; 
2) Tidak ada manajemen transisi dan konsesus pengelolaan daerah pasca 
pemekaran yang disepakati antara daerah induk dan daerah pemekaran; 
3) Daerah pemekaran tidak menyiapkan perangkat-perangkat adminitratif 
dan legal baru; 
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4) Daerah pemekaran tidak punya potensi sumber daya daerah yang bisa 
dikonversi menjadi sumber-sumber ekonomi baru.
22
 
5. Dampak Pemekaran Desa 
Jeddawi mengemukakan dampak positif dan negatif dari adanya 
pemekaran, diantaranya sebagai berikut: 
a. Dampak Positif 
1) Akses percepatan pelayanan masyarakat akan dapat semakin cepat, 
karena lebih dekat dengan masyarakat. 
2) Alokasi dana dari daerah induk dan pemerintah pusat senantiasa 
ada (walaupun dari pandangan daerah induk dan pemerintah pusat 
dianggap sebagai beban), kalau dikelola dengan baik oleh 
pemerintah daerah otonom baru (belanja publik lebih besar dari 
pada belanja aparatur), tentu akan memberikan implikasi positif 
bagi masyarakat daerah bersangkutan, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
3) Penanganan Infrastruktur pelayanan publik, jalan, jembatan, 
puskesmas, prasarana pendidikan, dan saluran irigasi akan semakin 
insentif ditata dan dikelola dengan baik. 
 
b. Dampak Negatif 
1) Proses pemekaran terkadang menimbulkan pertentangan 
dimasyarakat. 
2) Meningkatkan ongkos penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
sehingga semakin mengurangi porsi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapaan dan Belanja 





Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Jeddawi, bahwa 
kebijakan pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah, akan membawa dampak 
yang positif dan negatif terhadap masyarakat serta pemerintah. Dengan adanya 
pemekaran, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan semakin dekat, 
pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung 
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peningktan kesehjateraan masyarakat akan terpenuhi. Namun disisi lain, dengan 
adanya pemekaran akan menjadi beban tersendiri bagi APBN, karena daerah 
pemekaran baru akan banyak memerlukan dana untuk membangun asset-asset 
pemerintahan yang baru. 
Pratikno dalam Makagansa mengemukakan dampak pemekaran daerah 
dari sisi positif dan negatif yang terjadi sejauh ini, yaitu: 
a. Dampak Sosio Kultural (Sosial, Politik dan Kultural) 
b. Dampak pada Pelayanan Publik 
c. Dampak Bagi Pembangunan Ekonomi 
d. Dampak Hankam dan Integrasi Nasional24 
Setiawan dalam Sapi’i menyatakan dengan adanya pemekaran desa akan 
berdampak pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur desa 
yang dimekarkan akan mempunyai dampak positif terhadap wilayah tersebut: 
a. Rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi mudah terjangkau 
b. Peningkatan pembangunan ekonomi dengan penurunan tingkat 
pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat kesehjateraan gizi buruk 
c. Peningkatan kesehjateraan 
d. Peningkaan kualitas sumber daya manusia 
e. Pengembangan wilayah distrik.25 
Sedikit berbeda dengan pendapat Jeddawi, Sapi’i menyatakan bahwa 
“pemekaran suatu daerah akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi 
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masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya, pengembangan wilayah distrik, 
dan pemahaman pendidikan politik terhadap masyarakat pemekaran”.26 
Harmantyo dalam Sapi’i dkk, mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan 
pemekaran desa di Indonesia akan menemui dampak positif maupun negatif, 
yaitu: 
a. Dampak Positif 
1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada didaerah 
tersebut 
2) Meningkatkan potensi yang ada dalam tiap daerah 
3) Menunjang sarana untuk kemandirian tiap usaha-usaha mikro atau 
makro masyarakat, seperti bertani dan berladang 
b. Dampak Negatif 
1) Karena kondisi daerah yang berbeda maka potensi yang 
dikembangkan kurang memiliki prospek yang baik kedepannya 
2) Kurangnya tenaga-tenaga ahli untuk memberikan konstribusi pada 
desa yang belum mapan 





Berdasarkan pendapat diatas, diambil kesimpulan  bahwa dampak positif 
pemekaran desa dapat berpengaruh terhadap peningkatan sarana, potensi serta 
kemandirian yang erat dengan skala ekonomi. Sedangkan dampak negatif yang 
ditimbulkan karena adanya pemekaran daerah akan berpengaruh terhadap 
kesiapan potensi alam dan sumber daya manusia. 
 
6. Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga 
                                                          
26
 Sapi’i. loc. cit 
27Ibid. hal. 3 
 
 
a. Akta Kelahiran 
Menurut Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 
Administrasi Kependudukan Pasal 27, bahwa: 
1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi 
Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak 
kelahiran. 
2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan 
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
28
 
Berdasarkan kedua ayat tersebut jelas bahwa, Akta kelahiran merupakan 
salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang merigistrasi setiap kelahiran 
sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir. 
b. Kartu Keluarga 
Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tantang Administrasi 
Kependudukan, bahwa Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah 
kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan 







B. Kerangka Konseptual 
                                                          
28
 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 
29
 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tantang Administrasi Kependudukan 
Pemekaran desa sampai saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai 
salah satu cara pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Pada 
hakikatnya, pemekaran merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, yang sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4.  
Sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 Pasal 1, bahwasannya Desa diberi 
hak untuk menjalankan roda pemerintahannya sendiri sehingga mampu  mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat. 
Pemekaran pada tingkat desa banyak terjadi dibeberapa daerah di 
Indonesia. Hal ini  dapat dijumpai pada Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu 
Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu pemekaran yang ada di Kecamatan 
Bone-Bone adalah pemekaran Desa Sadar.Pemekaran desa ini tentu saja 
membawa dampak positif dan negatif pada Desa Sadar. Kebijakan pemekaran 
yang terjadi di Desa Sadar akan berdampak pada aspek pelayanan publik dalam 
bidang administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian 
kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data 
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan 
informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pembangunan. Dalam penelitian ini kebijakan pemekaran desa akan dilihat 
dampaknya pada pelayanan administrasi kependudukan yakni pada Pelayanan 
Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. 
Pasca dimekarkan dari Desa Tamuku, diharapkan pelayanan publik 
khususnya pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga  yang ada di Desa Sadar 
 
 
akan mengalami perubahan menjadi lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik memiliki 
komponen standar pelayanan yang terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya: 
Sistem atau Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/ Tarif, Sarana dan 
Prasarana serta Kompetensi Pelaksana. 
Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, 
maka adapun kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan secara 














Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual 
 
  
Kebijakan Pemekaran Desa 





Pelayanan Kartu Keluarga 
 
Pelayanan Akta Kelahiran 
 
1. Prosedur 
2. Jangka Waktu  
3. Biaya/ tariff 
4. Sarana dan Prasarana 
5. Kompetensi Pelaksana 
Terwujudnya Pelayanan Prima 






A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif. Alasan mengapa peneliti 
mengunakan metode ini karena, dalam penelitian yang  peneliti lakukan saat ini 
melibatkan populasi dan individu sebagai sumber data yang terbatas namun 
masalah yang diselidiki sangat mendalam. Sumber data dalam  penelitian ini 
terdiri atas buku-buku, dokumen, catatan-catatan arsip, hasil wawancara dari 
mayarakat dan Lembaga pemerintahan di Desa Sadar, observasi langsung di Desa 
Sadar, observasi partisipan dan perangkat fisik. Dengan banyaknya data yang 
berasal dari berbagai sumber tersebut, maka hasil penelitian akan menjadi lebih 
jelas. 
Jenis penelitian ini dipilih oleh peneliti juga bertujuan untuk 
menggambarkan dengan jelas dampak apa yang akan ditimbulkan dari adanya 
pemekaran desa pada aspek pelayanan publik yang berfokus pada Pelayanan Akta 
Kelahiran dan Kartu Keluarga di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten 
Luwu Utara. Peneliti ingin mengetahui sejauh  mana dampak kebijakan 
pemakaran Desa Sadar terhadap prosedur, jangka waktu pelayanan, Biaya/ Tarif, 
sarana dan prasarana serta kompetensi pelaksana pada pelayanan Akta Kelahiran 






B. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini yakni Di Desa Sadar 
Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara yang merupakan salah satu desa 
hasil pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dan Desa 
Sumpiran Kecamatan Baebunta. 
Alasan mengapa peneliti memilih Desa sadar sebagai lokasi penelitian 
karena Desa Sadar adalah salah satu desa yang telah lama menginginkan adanya 
pemekaran desa, dan setelah dimekarkan peneliti ingin mengetahui sebarapa besar 
dampak yang ditimbulkan dari adanya pemekaran desa tersebut khususnya 
dampak pada pelayanan publik di Desa Sadar. 
C. Tahap-Tahap Penelitian 
1. Penelitian Pendahuluan 
Penelitian pendahuluan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh 
peneliti dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan 
dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian pendahuluan ini dapat dilakukan 
dengan studi kelapangan, kepustakaan dan dokumentasi. 
2. Pengembangan Desain Penelitian 
Pengembangan desain penelitian merupakan tahap penentuan informasi, 
teori serta instrumen yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan 
pengembangan desain penelitian ini adalah untuk mengembangkan desain 
penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris untuk 
menjawab pertanyaan penelitian. Dalam tahap ini juga akan diidentifikasi dan 
dipilih masalah penelitian serta kerangka konseptual yang akan digunakan. 
3. Pelaksanaan Penelitian 
Pelaksanaan penelitian merupakan tahap dimana pengumpulan data dan 
analisis data akan dilakukan. Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan dengan 
cara wawancara, observasi dan dokumentasi tentang dampak pemekaran desa 
yang dilihat pada aspek pelayanan publik di Desa Sadar. Sedangkan analisis data 
dilakukan setelah semua data terkumpul dan kemudian dianalisis, diuji 
kebenarannya dan pada akhirnya diambil kesimpulan. 
4. Penulisan Laporan 
Penulisan laporan merupakan tahap akhir dari sebuah kegiatan 
penelitian.Pada tahap ini, data yang telah disimpulkan akan dipublikasikan bagi 
instansi yang terkait untuk dijadikan bahan evaluasi atas hasil penelitian yang 
telah dilakukan. Dengan demikian, diharapkan saran yang terdapat pada bagian 
penutup skripsi ini dapat menjadi masukan yang positif dalam proses pelayanan 
publik yang ada di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. 
D. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pada 
Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Kantor Desa Sadar Kecamatan 
Bone-Bone dengan memperhatikan lima indikator-indikator berikut, yaitu: sistem 
atau prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, sarana dan prasarana/ fasilitias 
dan kompetensi pelaksana. 
 
 
2. Deskripsi Fokus Penelitian 
Deskripsi fokus pada penelitian ini akan membahas mengenai dampak 
kebijakan pemekaran desa pada aspek pelayanan publik yang berfokus pada 
Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan meliputi indikator-
indikator seperti Sistem/ Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Sarana 
dan Prasarana serta Kompetensi Pelaksana dengan deskripsi sebagai berikut: 
a. Sistem atau Prosedur, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
kejelasan prosedur yang diberikan oleh perangkat Desa Sadar kepada 
masyarakat yang akan mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. 
b. Jangka Waktu Pelayanan, adalah waktu yang diperlukan untuk 
mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga mulai dari tahap awal 
sampai tahap akhir pengurusan. 
c. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada masyarakat Desa 
Sadar dalam  mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Kantor 
Desa Sadar. 
d. Sarana dan prasarana, adalah fasilitas yang diberikan Kantor Desa 
Sadar dalam mendukung pelayanan terhadap masyarakat, seperti 
tersedianya ruang tunggu, peralatan/perlengkapan, dan toilet umum. 
e. Kompetensi pelaksana, adalah kecakapan dan keramahan perangkat 




E. Sumber Data 
1. Primer 
Data primer adalah data yang diperolah langsung dari subjek penelitian 
secara langsung tanpa perantara.Data primer dapat berupa pendapat dari individu 
atau kelompok mengenai dampak kebijakan pemekaran Desa Sadar pada 
Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Adapun informan dalam 
penelitian ini adalah sebagai  berikut: 
a. Sekretaris Desa Sadar 
b. Kaur Administrasi Desa Sadar 
c. Masyarakat Desa Sadar 
2. Sekunder 
Data sekunder adalah data pelengkap yang diperolah dari dokumen-
dokumen, laporan-laporan, dan buku yang ada pada kantor Desa Sadar atau data 
pelengkap yang diperolah dari sumber lain yang berkaitan dengan masalah 
penelitian yang membahas masalah dampak kebijakan pemekaran. 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengukur atau mengumpulkan informasi kuantitatif maupun kualitatif sebagai 
bahan pengelolaan yang berkenaan dengan objek ukur yang sedang diteliti. 
Instrumenpenelitian adalah alat untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif 
keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis.Atribut-atribut psikologis itu 
secara teknis ada dua, 1) Atribut Kognitif, perangsangnya adalah pertanyaan; dan 
2) Atribut Non-Kognitif, peranggsangnya adalah pernyataan. 
 
 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat peneliti 
adalah peneliti itu sendiri, oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus 
divalidasi sejauh mana peneliti kualitatif siap melakukan penelitian sebelum terjun 
ke lapangan, dimana yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui 
evaluasi diri sejauh mana pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan 
teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti serta kesiapan dan bekal 
memasuki lapangan. 
G. Prosedur Pengambilan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang akan digunakan oleh 
peneliti dalam mengumpulkan data selama penelitian di Desa Sadar Kecamatan 
Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Teknik pengumpulan data yang akan 
digunakan oleh peneliti adalah sebagai  berikut: 
1. Wawancara 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara tersetruktur 
(unstructured interview). Metode ini menggunakan pedoman wawancara yang 
tersusun secara sistematis dan lengkap, peneliti akan bertatap muka dengan 
informan dan menanyakan garis-garis besar permasalahan mengenai dampak 
kebijakan pemekaran Desa terhadap aspek pelayanan publik pada sektor 
pelayanan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga di Desa Sadar. Sebelum 
wawancara, peneliti akan mengadakan janji dengan calon informan, untuk 




Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
pengamatan secara langsung dilapangan. Pada teknik observasi ini, penulis 
menggunakan teknik observasi nonpartisipan, dimana dalam  teknik ini peneliti 
tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen di kantor Desa Sadar. 
3. Dokumentasi 
Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti akan melampirkan hal-hal 
yang berkaitan dengan pelayanan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga di Desa 
Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Kemudian peneliti akan 
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tersebut, baik dokumen 
tertulis maupun gambar untuk menjadi suatu hasil yang sistematis dan utuh. 
H. Pengecekan Keabsahan Data 
Pengabsahan data dalam melakukan penelitian merupakan cara untuk 
mencapai kredibilitas peniliti dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Tringulasi Data 
Tringulasi data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 
wawancara pertama dengan hasil wawancara berikutnya dari informan yang ada 
di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Informasi-
informasi yang dianggap sama dan relevan dari para informan akan dipilih dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. 
2. Member Check 
Member check dilakukan setiap akhir wawancara dengan cara mengulangi 
secara garis besar jawaban atau pandangan sebagai data, berdasarkan catatan 
 
 
peneliti tetentang apa yang telah dikatakan informan. Cara ini dilakukan agar 
informan dapat memperbaiki apa yang tidak sesuai menurut mereka, mengurangi 
atau menambahkan apa yang masih kurang. Apabila data yang ditemukan 
disepakati oleh informan maka data tersebut valid. 
I. Analisis Data 
Teknik analisis data merupakan proses menelaah seluruh data yang 
tersedia dari berbagai sumber, seperti wawancara, pengamatan, dokumen resmi, 
dan gambar atau foto yang telah diperoleh dilapangan selama penelitian. Analisis 
data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, 
selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Cara analisis data dalam 
metode ini adalah sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang bersifat merangkum, 
menggolongkan dan mengarahkan data hasil penelitian di Desa Sadar.Reduksi 
data juga membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu dalam penelitian. Dengan 
demikian data yang diperolah peneliti dari hasil penelitian dilapangan setelah 
direduksi akan memberikan informasi atau gambaran yang lebih jelas, sehingga 
mempermudah peneliti untuk melakukan  pengumpulan data selanjutnya. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah 
tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Dengan adanya penyajian data akan membantu peneliti memahami apa yang 
terjadi dan apa yang harus peneliti lakukan selanjutnya. Bentuk penyajian data 
dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif, grafik, matriks 
dan bagan. 
3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi 
Pada tahap ini kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penilitian 
berlangsung.Makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan 
kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti membuat 
rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai 
temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang 
terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk dan proposisi 
yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis Desa Sadar 
Desa Sadar merupakan salah satu desa hasil pemekaran yang ada di 
Kecamatan Bone-Bone yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2012 oleh Bupati 
Luwu Utara Drs. Arifin Junaidi, M.M dengan adanya Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Utara No. 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Sadar 
Kecamatan Bone-Bone dan Desa Sumpira Kecamatan Baebunta yang dikeluarkan 
pada tanggal 12 Juli 2012. 
Luas wilayah Desa Sadar sekitar 10.74  km
2
, terbagi menjadi empat dusun 
yaitu: Dusun Sadar, Dusun Welaro, Dusun Tetelangka dan Dusun Sappa. Adapun 
batas-batas Desa Sadar adalah sebagai berikut: 
Sebelah Utara berbatasan dengan :  Desa Tamuku 
Sebelah Timur berbatasan dengan :  Desa Tamuku 
Sebelah Barat Berbatasan dengan :  Sungai Kanjiro 
Sebelah Selatan berbatasan dengan:  Desa Batangtongka 
2. Keadaan Demografis Desa Sadar 
a. Jumlah Penduduk 
Pada tahun 2015, Desa Sadar memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.475 
jiwa terbagi menjadi 404 Kepala Keluarga dengan jumlah laki-laki sebanyak 734 
35 
jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 742 jiwa. Adapun jumlah penduduk dari 
empat dusun yang ada di Desa Sadar dapat dilihat pada tebel berikut: 







Jumlah  KK 
Dusun Sadar 254 250 145 
Dusun Welaro 138 137 72 
Dusun Tetelangka 171 165 94 
Dusun Sappa 168 190 93 
Jumlah 734 742 404 
Sumber Data: Profil Desa
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b. Mata Pencaharian 
Tabel 2 Mata Pencaharian masyarakat Desa Sadar 
Mata Pencaharian Jumlah (KK) 
Petani/Pekebun 220 
Buruh 112 
Tukang Bangunan 6 
Pedagang 22 
Petani Tambak 42 
PNS 12 
Jumlah 404 
Sumber Data: Profil Desa Sadar
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 Profil Desa Sadar 
 
 
c. Sarana Pendidikan 
Tabel 3 Jumlah Sarana Pendidikan yang ada di Desa Sadar 
 
Sarana Pendidikan Jumlah (unit) 
SD/Sederajat 1 Unit 
SMP/Sederajat - 
SMA/Sederajat - 
Sumber Data: Profil Desa Sadar
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d. Data Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga masyarakat Desa 
Sadar Sebelum Pemekaran. 












1.476 404 181 KK 885 Jiwa 222 KK 590 Jiwa 
Sumber Data: Profil Desa Sadar
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e. Kepercayaan dan Sarana Ibadah 
Tabel 5 Kepercayaan masyarakat Desa Sadar dinyatakan dalam bentuk 
persentase 
 
Agama Frekuensi (%) 
Islam 60% 
Kristen 40% 







Tabel 6 Jumlah Sarana Ibadah Masyarakat Desa Sadar 
Sarana Ibadah Jumlah (Unit) 
Masjid 2 
Gereja 3 
Sumber Data: Profil Desa Sadar
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f. Data Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga masyarakat Desa 
Sadar Setelah Pemekaran. 











1.476 404 - 442 Jiwa 404 KK 1033 Jiwa 


































B. Hasil Penelitian 
Data yang disajikan pada hasil penelitian ini bersumber dari wawancara 
yang berupa tanya jawab dengan cara bertatap muka bersama informan yang ada 
di Desa Sadar. Selain data hasil wawancara, dokumen lain yang turut mendukung 
dan menunjang dalam penelitian ini juga menjadi salah satu data yang akan 
disajikan dalam hasil penelitian. Data yang disajikan oleh peniliti akan 
berhubungan dengan fokus utama penelitian ini, yaitu dampak kebijakan 
















































pemekaran desa pada aspek pelayanan publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-
Bone Kabupaten Luwu Utara. 
Pemekaran desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan 
kesehjateraan masyarakat. Beberapa cara dapat dilakukan demi meningkatkan 
kesehjateraan masyarakat, yaitu dengan meningkatkan infrastruktur pembangunan 
desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada aparat pemerintahan desa 
dan meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan. Selain beberapa hal 
tersebut, pemberian pelayanan publik yang prima oleh pemerintah desa kepada 
masyarakat juga menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kesehjateraan 
masyarakat. Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu tolok ukur dalam 
menilai keberhasilan dan kemandirian sebuah desa, khususnya pasca 
pemekaran.Senada dengan hal tersebut, fokus penelitian peneliti saat ini adalah 
pada pelayanan administrasi kependudukan masyarakat Desa Sadar. 
Berbicara masalah administrasi kependudukan, tak akan lepas dari sebuah 
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data 
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pada penelitian ini, pelayanan 
administrasi kependudukan yang akan diteliti oleh peneliti adalah pencatatan sipil, 
yaitu akta kelahiran dan kartu keluarga.  
Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan enam informan, 
yakni Sekretaris Desa Sadar, Kaur Administrasi Desa Sadar serta empat 
 
 
masyarakat Desa Sadar yang masing-masing bernama Ibu Sumiati, Ibu Yustina, 
Ibu Susiyam dan Ibu Ranti. 
Pada penelitian ini yang menjadi acuan dalam mengukur seberapa besar 
dampak kebijakan pemekaran desa pada aspek pelayanan publik di Desa Sadar 
adalah berdasarkan pada indikator-indikator yang terdapat pada Komponen 
Standar Pelayanan yang tetuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik yaitu: Sistem/Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, 
Biaya/Tarif, Sarana dan Prasarana serta Kompetensi Pelaksana. Selain itu terdapat 
pula informasi mengenai sejarah asal mula nama Desa Sadar. 
1. Sejarah Nama Desa Sadar 
Desa Sadar adalah Desa hasil pemekaran dari Desa Tamuku.Desa Sadar 
merupakan salah satu dusun yang ada di wilayah Desa Tamuku. Adapun sejarah 
dari nama Desa Sadar menurut hasil wawancara bersama Bapak Abdul Majid 
(wawancara, 26 Januari 2016), selaku Sekretaris Desa Sadar, sebagai berikut: 
“Dulu awalnya desa ini adalah Desa Tamuku, setelah dimekarkan nama 
pertama yang diberikan pada desa ini adalah Resatlemen Tamuku 1 yang 
artinya pemukiman masyarakat disekitar itu dalam satu kecamatan atau 
kabupaten. Dahulu tempat ini masih hutan dan desa induk memang Desa 
Tamuku, setelah adanya transmigrasi maka Desa Tamuku terbagi menjadi 
dua daerah yaitu daerah Resatlemen  Tamuku 1 dan Batang Tongka 
Tamuku2. Namun dikemudian hari, sekitar tahun 1979 tokoh-tokoh 
masyarakat disini mengadakan musyawarah untuk mengubah 
namaResatlemen Tamuku 1, dan pada akhirnya nama Resatleman Tamuku 
1 diubah menjadi Sadar yang artinya agar masyarakat Desa Sadar tetap 
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Menurut hasil wawancara bersama Bapak Abdul Majid selaku Sekretaris 
Desa Sadar saat ini, Desa Tamuku adalah salah satu Desa tua yang ada di 
Kecamatan Bone-Bone saat itu.Setelah adanya transmigrasi, Desa Tamuku terbagi 
menjadi beberapa daerah yaitu Restlemen Tamuku 1 dan Batang Tongka Tamuku 
2. Namun pada sekitar tahun 1979 melaluihasil musyawarah para tokoh-tokoh 
masyarakat saat itu, nama daerah Restlemen Tamuku 1 diganti menjadi  Sadar 
yang memiliki harapan bahwa warga di daerah tersebut sadar untuk tetap tinggal 
di Desa Tamuku sebagai Desa Induk saat itu. 
2. Analisis Dampak Pemekaran Desa pada Aspek Pelayanan Publik. 
1. Sistem atau Prosedur 
Prosedur merupakan sistem kerja aparat pemerintah Desa Sadar dalam 
memberikan pelayanan kepada  masyarakat. Dalam sebuah pelayanan, 
kesederhanaan prosedur merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat 
karena hal tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan 
pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Kesederhanaan prosedur  yang 
diberikan aparat pemerintah Desa Sadar kepada masyarakat dapat terlihat dari 
cara aparat memberi pelayanan kepada masyarakat yang tidak mengenal tempat. 
Masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga tidak harus 
datang ke kantor desa, karena aparat pemerintah Desa Sadar juga menerima 
dengan baik masyarakat yang datang kerumah Kepala Desa dan Sekretaris Desa 
meskipun telah diluar jam kerja. Selain itu, aparat pemerintah Desa Sadar juga 
selalu siap untuk membantu masyarakat membawa kelengkapan syarat-syarat 
pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga  ke kantor kependudukan, oleh 
 
 
karena itu masyarakat tak perlu lagi bersusah payah menuju ke kantor 
kependudukan. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Abdul Majid (wawancara 26 
Januari 2016) selaku sekretaris Desa Sadar dalam sela-sela wawancara berikut: 
“saya tidak keberatan jika harus melayani masyarakat diluar jam kerja 
saya. Saya juga menerima masyarakat yang datang kerumah saya untuk 
mendapatkan pelayanan, sekalipun pada malam hari.Tapi untuk hari sabtu 
dan minggu saya mohon maaf, saya tidak bisa melayani masyarakat karena 
pada hari itu saya berada di kebun”.38 
 
Pendapat yang takjauh berbeda juga diungkapkan oleh Bapak Ansar 
(wawancara 26 Januari 2016) selaku Kaur Administratif Desa Sadar yang siap 
untuk membantu masyarakat mengurus akta kelahiran dankartu keluarga ke kantor 
kependudukan, dalam petikan wawancara berikut: 
 “Jika masyarakat ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, 
datang saja ke kantor desa dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. 
Jika masyarakat tidak sempat untuk datang ke kantor kependudukan maka 
kami yang akan membantu masyarakat untuk ke kantor kependudukan”.39 
 
Dengan adanya kesederhanaan seperti itu, masyarakat akan merasa sangat 
dimudahkan dalam melakukan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Jika 
pada siang hari masyarakat sibuk, maka pada malam harinya mereka masih dapat 
mendapatan pelayanan dari aparat pemerintah Desa Sadar. Hal tersebut juga 
didukung oleh pendapat Ibu Rianti (wawancara 26 Januari 2016): 
“awalnya Saya datang ke rumah kepala desa, kemudian saya diberi tahu 
tentang syarat-syarat yang harus saya bawa. Setelah itu ada salah satu 
aparat yang datang kerumah saya untuk mengambil syarat-syarat yang 
telah saya lengkapi dan kemudian saya hanya tinggal menunggu akta 
kelahiran dan kartu keluarga saya jadi”.40 
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Hal yang tak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Ibu Sumiati dalam 
petikan wawancara berikut: 
“ waktu itu saya datang ke kantor desa, saya bilang ingin mengurus akta 
kelahiran dan kartu keluarga, kemudian saya diberi tahu syarat-syaratnya 
dan saya mengisi blanko yang dikasih ke saya, setelah itu aparat Desa 
Sadar yang menguruskan saya ke Kantor Kependudukan”.41 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Yustina (wawancara 26 Januari 
2016) dalam petikan wawancara berikut: 
“ waktu itu saya datang ke kantor desa, saya dikasih tahu tentang syarat-
syarat pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, kemudian saya 
pulang kerumah, saya siapkan syarat-syaratnya dan besoknya ada aparat 
pemerintah desa yang datang untuk mengambil syarat-syarat yang sudah 
saya lengkapi”.42 
 
Hal ini juga dibuktikan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di 
Desa Sadar, mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Sadar adalah sebagai petani 
atau pekebun, secara tidak langsung pada siang hari masyarakat lebih banyak 
menghabiskan waktu di kebun atau di sawah dan jika mereka kembali pada sore 
hari, maka jam pelayanan dikantor desa telah usai. Namun dengan adanya 
kebijakan  yang diberikan oleh aparat pemerintah Desa Sadar saat ini sangat 
memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Jika dibandingkan pada 
saat sebelum pemekaran, masayarakat kini benar-benar merasakan kesederhanaan 
prosedur, pasalnya sebelum pemekaran masyarakat harus meluangkan cukup 
banyak  waktu untuk dapat ke kantor desa yang jaraknya tak sedekat saat ini untuk 
bisa mendapatkan pelayanan aparat pemerintah. 
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2. Jangka Waktu Pelayanan 
Jangka waktu pelayanan ialah tenggang waktu yang di butuhkan oleh 
aparat desa untuk menyelesaikan proses pelayanan masyarakat seperti pengurusan 
akta kelahiran dan kartu keluarga. Dalam hal pelayanan publik, aparat pemerintah 
desa hendaknya memberikan kepastian jangka waktu proses pelayanan kepada 
masyarakat. Selain itu, pasca pemekaran desa diharapkan aparat pemerintah desa 
mampu menyelesaikan pelayanan dengan waktu yang lebih cepat dan lebih baik. 
Beda halnya pada Desa Sadar yang belum mampu memberikan kepastian terhadap 
jangka waktu pelayanan pengurusan  akta kelahiran dan kartu keluarga. Hal itu 
disebabkan karena tidak adanya kepastian waktu yang diberikan oleh Dinas 
Kependudukan kepada aparat pemerintah Desa Sadar dalam proses penyelesaian 
akta kelahiran dan kartu keluarga. Namun disisi lain, aparat pemerintah Desa 
Sadar telah mampu menyelesaikan proses pelayanan dengan waktu yang lebih 
cepat dibandingkan pada saat sebelum pemekaran. Seperti yang telah di 
ungkapkan oleh bapak Abdul Majid selaku sekretaris  Desa Sadar (wawancara 26 
Januari 2016) dalam petikan wawancara berikut: 
“ untuk pegurusan akta kelahiran dan kartu keluarga biasa memakan waktu 
satu mingggu lebih, karena pada dasarnya tempat pengurusan akta 
kelahiran dan kartu keluarga itu berbeda jadi harus diselesaikan satu 
persatu. Kemudian lama atau tidaknya proses pengurusan itu tergantung 
ada atau tidaknya Ibu Kepala Dinas, karena yang bertanda tangan pada 
akta kelahiran dan kartu keluarga adalah Kepala Dinas”.43 
 
Pendapat dari Bapak Abdul Majid juga diperkuat dari pengakuan Ibu 
Susiyam yang sempat mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga. (wawancara 
tanggal 26 Januari 2016), “waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu 
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keluarga, kurang lebih 2 minggu baru jadi. Lumayan cepat bila dibandingkan 
sebelum pemekaran dulu”. 
Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Sumiati (wawancara tanggal 26 
Januari 2016), “waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga disini, 
kurang lebih 1 atau 2 minggu baru selesai semua.Tapi itu lebih cepat dari pada 
saat sebelum pemekaran dulu yang hampir 1 bulan baru jadi”. 
Selain itu, hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Rianti (wawancara 
tanggal 26 Januari 2016), “ Sebelum pemekaran dulu saya pernah mengurus akta 
kelahiran dan kartu keluarga, tapi saya lupa berapa lama baru jadi. Kemarin waktu 
saya urus di Kepala Desa , lima hari sudah jadi akta kelahiran dan kartu keluarga 
saya“.44 
Hasil wawancara di Desa Sadar menjelaskan bahwa, aparat pemerintah 
desa belum mampu memberikan kejelasan kepada masyarakat masalah jangka 
waktu proses pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga. Namun disisi lain, 
aparat pemerintah Desa Sadar telah mampu mengubah jangka waktu pelayanan 
menjadi lebih cepat bila dibandingkan saat sebelum pemekaran. Hal itu 
merupakan sebuah dampak positif dari adanya sebuah pemekaran desa. 
3. Biaya atau Tarif 
Biaya atau tarif ialah ongkos yang harus di bayar masyarakat dalam 
pengurusan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang  No. 25 tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik Pasal 31 Ayat (1) menjelaskan bahwa biaya/ tarif pelayanan 
publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat. Di 
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Desa Sadar, dalam hal pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, aparat 
pemerintah Desa Sadar tidak memungut biaya kepada masyarakat. Seperti yang 
diungkapkan oleh Bapak Abdul Majid dalam petikan wawancara berikut: 
“ Di sini, untuk saya pribadi  tidak memberikan tarif kepada masyarakat 
yang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, karena hal tersebut 
berkaitan dengan pungli. Disamping itu, jika ingin melakukan pungutan 
harus ada perdanya, dan perda itu masuk dalam APBD desa”.45 
 
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ansar selaku Kaur Administrasi 
Desa Sadar dalam petikan wawancara berikut  (wawancara tanggal 26 Januari 
2016), “kalo untuk masalah biaya, aparat pemerintah Desa Sadar tidak 
menentukan biaya atau tarif kepada masyarakat yang akan mengurus akta 
kelahiran dan kartu keluarga”.46 
Namun hal yang berbeda diungkapkan oleh Ibu Yustina dalam petikan 
wawancara berikut (wawancara tanggal 26 Januari 2016), “waktu saya 
mengurusakta kelahiran dan kartu keluarga dulu, saya mengeluarkan biaya 
sebanyak Rp.50.000 ”.47 
Senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Yustina, Ibu Susiyam juga 
mengungkapkan masalah biaya pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, 
(wawancara tanggal 27 Januari 2016),  “Karena saya tidak bisa ngurus ke 
Kabupaten jadi saya minta tolong sama orang-orang di kantor desa untuk kesana, 
waktu itu saya bayar Rp. 50.000 untuk pengganti bensin”.48 
Selain kedua pernyataan tersebut, terdapat pula pernyataan dari Ibu Rianti 
(wawancara tanggal 26 Januari 2016), “saya membayar Rp. 100.000 saat saya 
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mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga dulu kepada aparat yang 
menguruskan saya di Kependudukan, itu untuk transportasi ke Kabupaten”.49 
Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat di Desa Sadar, dapat 
diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya aparat pemerintah Desa Sadar tidak 
memungut biaya kepada masyarakat yang ingin mengurus Akta Kelahiran dan 
Kartu Keluarga, akan tetapi menurut pengamatan peniliti pada saat berada 
dilapangan bahwa mayoritas masyarakat Desa Sadar selalu mengandalkan aparat 
pemerintah untuk membawa berakas-berkas yang pengurusan Akta Kelahiran atau 
Kartu Keluarga yang telah lengkap  ke Kabupaten. Dan karena hal itu pula, telah 
menjadi tradisi masyarakat memberikan ongkos pengganti kepada aparat yang 
membantu mereka membawa berkas ke Kabupaten hingga selesai. 
4. Sarana dan Prasarana 
Dalam pelayanan publik, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 
juga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya pelayanan publik yang 
prima.  Pasca pemekaran, fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di kantor 
Desa Sadar masih sangat terbatas seperti hanya tersedia satu unit komputer, kursi 
plastik dan meja kayu serta toilet umum. Meskipun demikian, masyarakat Desa 
Sadar tetap merasa nyaman dan memaklumi kondisi kantor desa tersebut akibat 
pasca pemekaran. Disamping itu, pada dasarnya masyarakat Desa Sadar sangat 
jarang untuk berkunjung ke kantor desa sekalipun ingin memerlukan pelayanan 
aparat pemerintah Desa Sadar. 
                                                          
49
 Wawancara dengan Rianti, loc. cit 
 
 
Kurangnya sarana dan prasarana di kantor Desa Sadar diungkapkan oleh 
Bapak Abdul Majid selaku Sekretaris Desa Sadar (wawancara, 26 Januari 2016) 
dalam petikan wawancara berikut: 
“sarana dan prasarana desa pasca pemekaran, jika dilihat dalam hal 
kesehatan desa kami telah memiliki Pustu (pusat kesehatan terpadu) yang 
dulunya saat belum dimekarkan kami belum memiliki itu. Untuk sarana 
dan prasarana dikantor desa, kami telah memiliki perangkat komputer 
untuk melayani keperluan masyarakat, namun untuk fasilitas yang ada 
didalam kantor desa sendiri belum terlalu banyak terlihat hanya ada kursi 
dan meja, karena kantor desa kami masih dalam proses pembenahan pasca 
pemekaran. Namun hal tersebut tidak mengganggu proses pelayanan 
aparat pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat”.50 
 
Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Majid, Ibu 
Yustina juga memaparkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Kantor Desa 
Sadar dalam petikan wawancara berikut, (wawancara tanggal 26 Januari 2016), 
“saya pernah ke  Kantor Desa Sadar, kalau kantor desa sadar itu fasilitis yang saya 
lihat hanya ada kursi, meja dan gambar-gambar. Mungkin karena sedang 
diperbaiki jadi masih terbatas fasilitasnya”.51 
Sependapat dengan pendapat Ibu Yustina, Ibu sumiati juga mengungkapan 
sarana dan prasarana kantor Desa Sadar dalam petikan wawancara berikut 
(wawancara tanggal 27 Januari 2016), “ kalau saya lihat, sementara inikan kantor 
desa disini sedang dalam proses pembangunan, jadi yang ada hanya meja dan 
kursi dan itu bisa dimaklumi.”52 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Rianti dalam petikan 
wawancara berikut (wawancara tanggal 26 Januari 2016), “saya pernah ke kantor 
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Desa Sadar saat saya mengambil sembako, dan saya melihat ada kursi dan meja 
kayu. Lumayan nyamanlah tempatanya, karena masih diperbaiki juga”.53 
Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana di Kantor Desa Sadar telah 
diakui oleh beberapa masyarakat yang pernah datang ke kantor desa. Fasilitas 
yang seharusnya dapat mendukung tercapainya proses pelayanan publik yang 
baik, justru kurang memadai. Semua itu dikarenakan saat ini Desa Sadar masih 
dalam masa pembangunan pasca pemekaran dan hal tersebut dapat dimaklumi 
oleh masyarakat Desa Sadar.Akan tetapi, pada sisi kesehatan dampak positif yang 
nampak adalah munculnya fasilitas kesehatan Pusat Kesehatan Terpadu (Pustu) 
yang dulunya saat sebelum dimekarkan belum ada di Desa Sadar. 
5. Kompetensi Pelaksana 
Salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan publik di kantor Desa Sadar 
menjadi pelayanan prima, kompetensi pelaksana yakni kecakapan dan keramahan 
aparat pemerintah kantor Desa Sadar yang baik menjadi salah satu indikator yang 
turut mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima. 
Kecakapan dan keramahan aparat pemerintah kantor Desa Sadar dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dari kehandalan, 
kemampuan dan tingkah laku aparat dalam merespon setiap pelayanan yang akan 
ataupun tengah dilakukan oleh masyarakat. Sejak dimekarkan dari desa induk, 
Desa Sadar selalu berusaha memperbaiki kualitas aparat pemerintah kantor Desa 
Sadar dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun dengan 
penuh keterbatasan. Hal ini dibuktikan dengan kecakapan aparat pemerintah desa 
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yang menggunakan sistem jemput bola pada masyarakat yang ingin memerlukan 
pelayanan aparat pemerintah.Pasca dimekarkan dari Desa Tamuku, secara tidak 
langsung Desa Sadar memiliki sumber daya manusia baru yang sejatinya belum 
memiliki pengalaman dalam melayani masyarakat.  Hal ini juga dikatakan oleh 
Bapak Abdul Majid selaku Sekretaris Desa Sadar dalam petikan wawancara 
berikut (wawancara tanggal 26 Januari 2016): 
“Terus terang saja, disini sumber daya manusiannya masih kurang.Saya 
juga kurang tahu bagaimana program program dari atas, seharusnya itu 
aparat desa baru di tata, karena pada dasarnya mereka belum pernah 
mengadakan pelatihan sebelumnya.Seharunya mereka dilatih agar mereka 
juga mempunyai ilmu dan pengetahuan.Akan tetapi, apapun yang saya 
tahu selama ini saya beri tahukan kepada mereka agar mereka bisa sambil 
belajar.Dan setau saya yang dilatih diatas selama ini adalah ketua BPD, 
Kepala Desa dan Sekertaris Desa.Namun untuk masalah keramahan, 
aparat pemerintah Desa Sadar sangat ramah kepada masyarakat.”54 
 
Meskipun menurut pengakuan Bapak Abdul Majid selaku Sekertaris Desa 
Sadar, kecakapan aparat Kantor Desa Sadar masih kurang karena belum adanya 
pelatihan khusus yang dilakukan oleh para aparat pemerintah, namun tak bisa 
dipungkiri keramahan dan kesopanan aparat dalam melayani masyarakat telah 
dirasakan dengan baik oleh masyarakat selama ini. Seperti yang diungkapkan oleh 
Ibu Susiyam (wawancara tanggal 26 Januari 2016) dalam petikan wawancara 
berikut: “sikap aparat selama ini kepada saya sangat baik, ramah dan mereka 
selalu cepat dalam melayani saya”.55 
Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sumiati (wawancara tanggal 26 
Januari 2016), “sikapnya aparat baik, pada saat saya datang kesana saya langsung 
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ditanya-tanya keperluan saya, tidak ada yang sombong dan cepat semua dalam 
berkerja”.56 
Tak jauh berbeda, Ibu Rianti juga mengungkapkan hal yang sama 
(wawancara tanggal 26 Januari 2016, “pak sekdes selama ini sangat baik pada 
saya, ramah sekali”.57 
Terlihat dari hasil pengamatan, bahwasannya kompetensi pelaksana 
merupakan salah satu hal yang penting dalam pelayanan masyarakat. Di Desa 
Sadar sendiri khususnya, meskipun pengetahuan dan ilmu aparat pemerintah Desa 
Sadar masih kurang karena merupakan sumber daya manusia baru pasca 
dimekarkan dan tidak adanya pelatihan dari pusat kepada aparat pemerintah Desa 
Sadar, namun hal tersebut tidak membatasi aparat dalam memberikan pelayanan 
yang baik kepada masyarakat. Terbukti, selama ini masyarakat merasa bahwa 
aparat telah berkerja dengan cakap, baik dan ramah kepada masyarakat saat 




Prosedur merupakan cara yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan publik. Dalam pelayanan publik yang baik, 
kesederhanaan prosedur sangat dibutuhkan karena akan menjadi salah satu 
keuntungan bagi masyarakat. Cara pengurusan yang cepat, benar dan tidak 
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berbelit-belit merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam 
melakukan pelayanan publik. 
Di Desa Sadar sendiri, prosedur yang diterapkan oleh aparat pemerintah 
menjadi salah satu contoh dari apa yang disebut kesederhanaan prosedur. 
Kesederhanaan prosedur yang diberikan aparat pemerintah Desa Sadar kepada 
masyarakat berupa mudahnya sistem komunikasi antara aparat terhadap 
masyarakat yang dapat dilakukan dimanapun tanpa harus secara formal datang ke 
kantor desa meskipun diluar jam kerja aparat pemerintah. 
Hal ini merupakan sebuah kebijakan yang diberikan aparat pemerintah 
Desa Sadar kepada masyarakat yang ingin melakukan pelayanan publik seperti 
mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga dan tentunya kebijakan ini mendapat 
respon yang positif dari masyarakat karena pada akhirnya akan memberikan 
kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang tidak 
berbelit-belit. Selain itu, kesederhanaan ini merupakan satu dari beberapa dampak 
positif yang timbul akibat pemekaran desa terhadap proses pelayanan publik. 
2. Jangka Waktu 
Jangka waktu pelayanan merupakan tenggang waktu yang dibutuhkan oleh 
penyelenggara pelayanan kepada penerima pelayanan.Setiap instansi pelayanan 
hendaknya memiliki kepastian waktu yang jelas dalam memberikan pelayanan 
kepada penerima pelayanan. 
Di Desa Sadar, aparat pemerintah belum mempu memberikan kepastian 
pelayanan kepada masyarakat dikarenakan dalam proses pengurusan akta 
kelahiran dan kartu keluarga banyak pihak yang terlibat. Bukan hanya aparat 
pemerintah desa, akan tetapi juga melibatkan pihak yang ada di kecamatan, dan 
kabupaten untuk menyelesaikan satu akta kelahiran dan kartu keluarga. 
Meskipun demikian, menurut peneliti hendaknya aparat pemerintah Desa 
Sadar telah mampu memberikan waktu yang lebih cepat apabila dibandingkan 
dengan saat sebelum pemekarn. 
3. Biaya atau Tarif 
Biaya  atau tarif merupakan ongkos yang dikenakan kepada penerima 
pelayanan dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan. 
Di Desa Sadar, pada dasarnya aparat pemerintah tidak menentukan atau 
mengenakan biaya kepada masyarakat yang ingin melakukan pelayanan publik. 
Namun tak jarang masyarakat juga mengeluarkan ongkos pada saat melakukan 
pengurusan pelayanan. Seperti halnya pengurusan akta kelahiran dan kartu 
keluarga, masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga akan 
dikenakan biaya sejumlah Rp. 50. 000 sampai dengan Rp. 100.000.Biaya ini 
dipergunakan untuk biaya transportasi bagi aparat pemerintah Desa Sadar yang 
membantu masyarakat mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga di Kantor 
Camat dan di Kantor Kependudukan di Kabupaten. 
Menurut pengakuan beberapa informan, jumlah biaya yang dikeluarkan 
oleh masyarakat saat ini lebih baik apabila dibandingkan pada saat Desa Sadar 
belum dimekarkan dari desa induk. 
 
 
4. Sarana dan Prasarana 
 
 
Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan 
sebagai alat penunjang dalam pencapaian suatu tujuan. Ketersediaan sarana dan 
prasarana yang memadai akan membantu proses pelayanan publik menjadi lebih 
baik. Fungsi utama sarana dan prasarana adalah untuk mempercepat proses 
pelayanan, memberikan hasil kerja yang lebih berkualitas, memberikan 
kenyamanan dan menimbulkan rasa puaskepada orang-orang yang memerlukan 
pelayanan. 
Pada Kantor Desa Sadar sendiri, ketersediaan sarana yang dibutuhkan 
belum sepenuhnya terpenuhi. Hanya terlihat meja, kursi dan fasilitas MCK yang 
telah tersedia di Kantor Desa Sadar. Hal ini disebabkan karena Kantor Desa Sadar 
saat ini sedang dalam proses pembangunan pasca pemekaran. Namun hal ini tidak 
menjadi halangan bagi masyarakat untuk mendapatkan kepuasan pelayanan dari 
aparat pemerintah Desa Sadar dan kenyamanan saat berada di Kantor Desa Sadar. 
5. Kompetensi Pelaksana 
Kompetensi pelaksana merupakan kemampuan yang dimiliki oleh aparat 
pemerintah Desa Sadar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi 
mewujudkan pelayanan publik yang baik. 
Kompetensi aparat dalam hal ini meliputi kecakapan, daya tanggap dan 
keramahan aparat pemerintah Desa Sadar selama proses pelayanan kepada 
masyarakat. Apabila dilihat dari sumber daya manusia, aparat pemerintah Desa 
sadar merupakan Sumber Daya Manusia yang  baru terbentuk dan belum pernah 
melakukan pelatihan selama pasca pemekaran desa. Namun kinerja aparat 
pemerintah Desa Sadar yang baik  sangat dirasakan oleh masyarakat, hal ini 
menjadi salah satu bukti bahwa aparat pemerintah Desa Sadar selaku sumber daya 
manusia baru memiliki kecakapan dan daya tanggap yang handal meskipun tanpa 
adanya pelatihan dari pemerintah pusat. Selain kecakapan dan daya tanggap yang 
baik, aparat pemerintah Desa Sadar juga memiliki keramahan yang patut untuk 
dicontoh oleh aparat-aparat pemerintah lainnya. 
Kompetensi aparat seperti inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk 
membangun desa, khususnya desa hasil pemekaran untuk mewujudkan pelayanan 






















Dampak kebijakan pemekaran desa pada pelayanan Akta Kelahiran dan 
Kartu Keluarga di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara 
berdasarkan aspek Prosedur, Jangka Waktu pelayanan, Biaya/ Tarif, Sarana dan 
Prasarana serta Kompetensi pelaksana adalah sebagai berikut: 
1. Prosedur:  dampak kebijakan pemekaran yang terjadi di Desa Sadar membawa 
dampak yang positif terhadap prosedur pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu 
Keluarga. Menurut hasil penelitian, pasca pemekaran masyarakat banyak 
mendapat kemudahan dalam mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. 
Pasalnya, masyarakat yang ingin mengurus Akta Kelahiran dan Kartu 
Keluarga tak harus selalu datang ke Kantor Desa untuk bisa mendapatkan 
pelayanan aparat, masyarakat dapat mendatangi  rumah aparat desa meskipun 
telah berada diluar jam kerja kantor. 
2. Jangka Waktu: pada aspek penelitian ini, kebijakan pemekaran desa kembali 
memberikan dampak yang positif terhadap waktu pelayanan pengurusan Akta 
Kelahiran dan Kartu Keluarga. Meskipun aparat Desa Sadar belum mampu 
memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dikarenakan beberapa hal, 
namun aparat pemerintah desa sadar telah mampu menyelesaikan pengurusan 
akta kelahiran dan kartu keluarga lebih cepat bila dibandingkan pada saat 
sebelum pemekaran dan ini merupakan dampak positif pemekaran desa. 
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3. Biaya/ Tarif: dampak positif yang ditimbulkan dari adanya pemekaran desa 
terhadap jumlah biaya/ tarif yang dikeluarkan masyarakat pada saat mengurus 
Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sangat terlihat jelas. Setelah dimekarkan, 
masyarakat tak lagi mengeluarkan banyak uang untuk mengurus akta 
kelahiran dan kartu keluarga. Masyarakat hanya mengganti uang transport 
yang digunakan oleh aparat desa yang membantu mayarakat tidak 
inginbersusah payah mengurus ke kantor pencatatan sipil di Kabupaten. 
4. Sarana dan Prasarana: di Kantor Desa Sadar sarana dan prasarana yang 
tersedia masih sangat kurang. Hanya terlihat Kursi Plastik dan meja kayu serta 
fasilitas MCK yang ada di Kantor Desa Sadar. Pada aspek ini, dampak 
kebijakan pemekaran desa belum memberikan dampak yang positif 
dikarenakan kantor desa sadar masih dalam proses pembangunan saat ini. 
5. Kompetensi Pelaksana: kebijakan pemekaran desa megharuskan Kantor Desa 
Sadar menciptakan sumber daya manusia baru demi untuk melayani 
masyarakat dengan baik. Secara pengalaman sumber daya manusia baru yang 
ada di Kantor Desa Sadar masih sangat kurang akan tetapi kecakapan dan 
keramahan yang diberikan aparat desa ketika melayani masyarakat telah 
mampu memberikan rasa puas tersendiri terhadap masyarakat. 
B. Implikasi 
Hasil penelitian tentang dampak kebijakan pemekaran desa ini merupakan 
bukti ilmiah akan pentingnya kebijakan pemekaran bagi sebuah desa, agar 
kedepannya nanti kesehjateraan hidup masyarakat dapat lebih baik melalui 
pembangunan desa yang merata, perekonomian masyarakat desa yang meningkat 
 
 
serta pelayanan publik yang prima khususnya pelayanan publik di Desa Sadar 
pada aspek Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. 
C. Saran 
Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin memberikan rekomendasi saran-
saran yang nantinya diharapkan dapat membantu aparat pemerintah Desa Sadar 
untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih berkualitas 
kepada masyarakat, yaitu: Untuk sarana dan prasarana Kantor Desa Sadar, 
sebaiknya pemerintah  Desa Sadar dapat sesegera mungkin melengkapi fasilitas-
fasilitas sarana yang dibutuhkan di Kantor Desa Sadar serta dapat mengutamakan 
pembangunan gedung Kantor Desa agar sekiranya dapat digunakan untuk proses 
pelayanan terhadap masyarakat dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat 
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Tampak Depan Kantor Desa Sadar 
 
 
Fasilitas di dalam Kantor Desa Sadar 
 
 
Tampak Depan Calon Pondasi Kantor Desa Sadar Baru 
 





Wawancara bersama Ibu Susiyam 
 
 
Fasilitas MCK Kantor Desa Sadar 
 
 








MATRIKS PENELITIAN DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA (STUDI KASUS DI DESA SADAR 
KECAMATAN 
BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA) 
 















desa ditinjau dari aspek 
pelayanan publik pada 
sektor Pelayanan Akta 
Kelahiran dan Kartu 




Pelayanan 1. Prosedur 
2. Jangka 
Waktu 
3. Biaya atau 
Tarif 




1. Data Primer, berasal 
dari informan: 





c. Masyarakat Desa 
Sadar 
2. Data Sekunder 
1. Jenis penelitian adalah 
Deskriptif dengan desain 
penelitian yaitu kualitatif. 
2. Pengumpulan data. 
Pengumpulan data 
dilakukan melalui tiga 










MATRIKS PEDOMAN WAWANCARA DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA (STUDI KASUS DI DESA SADAR 




1. Prosedur a. Bagaimanan prosedur pelayanan pengurusan Akta Kelahiran dan 






2. Jangka Waktu Pelayanan a. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan Akta 
Kelahiran dan Kartu Keluarga? 
b. Apakah ada perubahan jangka waktu pelayanan saat sebelum dan 





3. Biaya atau Tarif a. Berapa jumlah biaya yang dikeluarkan masyarakat daam 





4. Sarana dan Prasarana a. Fasilitas apa yang Nampak di Kantor Desa Sadar saat ini? 






5. Kompetensi Pelaksana a. Bagaimanan kecakapan perangkat Desa Sadar dalam 
memberikan pelayanan kepada msyarakat? 
b. Apakah perangkat Desa Sadar telah bersikap ramah dalam 






MATRIKS DATA HASIL WAWANCARA DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA (STUDI KASUS DI DESA 
SADAR KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA) 































a. Bagaimana Prosedur 
pengurusan akta 


























saya tidak keberatan jika 
harus melayani 
masyarakat diluar jam 
kerja saya. Saya juga 
menerima masyarakat 
yang datang kerumah saya 
untuk mendapatkan 
pelayanan, sekalipun pada 
malam hari. Tapi untuk 
hari sabtu dan minggu 
saya mohon maaf, saya 
tidak bisa melayani 
masyarakat karena pada 
hari itu saya   berada di 
kebun. 
 
Jika masyarakat ingin 
mengurus akta kelahiran 
dan kartu keluarga, datang 
saja ke kantor desa dan 
melengkapi berkas-berkas 
yang diperlukan. Jika 
masyarakat tidak sempat 
untuk datang ke kantor 
kependudukan maka kami 
yang akan membantu 






























saya tidak keberatan jika 
harus melayani masyarakat 
diluar jam kerja saya. Saya 
juga menerima masyarakat 
yang datang kerumah saya 
untuk mendapatkan 
pelayanan, sekalipun pada 
malam hari. Tapi untuk hari 
sabtu dan minggu saya 
mohon maaf, saya tidak 
bisa melayani masyarakat 
karena pada hari itu saya   




Jika masyarakat ingin 
mengurus akta kelahiran 
dan kartu keluarga, datang 
saja ke kantor desa dan 
melengkapi berkas-berkas 
yang diperlukan. Jika 
masyarakat tidak sempat 
untuk datang ke kantor 
kependudukan maka kami 
yang akan membantu 

























































awalnya Saya datang ke 
rumah kepala desa, 
kemudian saya diberi tahu 
tentang syarat-syarat yang 
harus saya bawa. Setelah 
itu ada salah satu aparat 
yang datang kerumah saya 
untuk mengambil syarat-
syarat yang telah saya 
lengkapi dan kemudian 
saya hanya tinggal 
menunggu akta kelahiran 
dan kartu keluarga saya 
jadi. 
 
waktu itu saya datang ke 
kantor desa, saya bilang 
ingin mengurus akta 
kelahiran dan kartu 
keluarga, kemudian saya 
diberi tahu syarat-
syaratnya dan saya 
mengisi blanko yang 
dikasihke saya, setelah itu 
aparat Desa Sadar yang 































saya diberi tahu tentang 
syarat-syarat yang harus 
saya bawa. Setelah itu ada 
salah satu aparat yang 
datang kerumah saya untuk 
mengambil syarat-syarat 
yang telah saya lengkapi 
dan kemudian saya hanya 
tinggal menunggu akta 
kelahiran dan kartu 





Saya datang ke kantor desa, 
saya bilang ingin mengurus 
akta kelahiran dan kartu 
keluarga, kemudian saya 
diberi tahu syarat-syaratnya 
dan saya mengisi blanko 
yang dikasihke saya, 
setelah itu aparat Desa 
Sadar yang menguruskan 


















































a. Berapa lama waktu 
yang dibutuhkan untuk 
mengurus akta 
kelahiran dan kartu 
keluarga? 
b. Apakah ada 
perubahaan jangka 





waktu itu saya datang ke 
kantor desa, saya dikasih 
tahu tentang syarat-syarat 
pengurusan akta kelahiran 
dan kartu keluarga, 
kemudian saya pulang 
kerumah, saya siapkan 
syarat-syaratnya dan 
besoknya ada aparat 
pemerintah desa yang 
datang untuk mengambil 





untuk pegurusan akta 
kelahiran dan kartu 
keluarga biasa memakan 
waktu satu mingggu lebih, 
karena pada dasarnya 
tempat pengurusan akta 
kelahiran dan kartu 
keluarga itu berbeda jadi 
harus diselesaikan satu 
persatu. Kemudian lama 
atau tidaknya proses 





























Saya datang ke kantor desa, 
saya dikasih tahu tentang 
syarat-syarat pengurusan 
akta kelahiran dan kartu 
keluarga, kemudian saya 
pulang kerumah, saya 
siapkan syarat-syaratnya 
dan besoknya ada aparat 
pemerintah desa yang 
datang untuk mengambil 






untuk pegurusan akta 
kelahiran dan kartu 
keluarga biasa memakan 
waktu satu mingggu lebih, 
karena pada dasarnya 
tempat pengurusan akta 
kelahiran dan kartu 
keluarga itu berbeda jadi 
harus diselesaikan satu 
persatu. Kemudian lama 
atau tidaknya proses 
























































ada atau tidaknya Ibu 
Kepala Dinas, karena 
yang bertanda tangan pada 
akta kelahiran dan kartu 
keluarga adalah Kepala 
Dinas. 
 
waktu saya mengurus akta 
kelahiran dan kartu 
keluarga, kurang lebih 2 
minggu baru jadi. 




waktu saya mengurus akta 
kelahiran dan kartu 
keluarga disini, kurang 
lebih 1 atau 2 minggu 
baru selesai semua. Tapi 
itu lebih cepat dari pada 
saat sebelum pemekaran 
dulu yang hampir 1 bulan 
baru jadi. 
 
Sebelum pemekaran dulu 
saya pernah mengurus 





























ada atau tidaknya Ibu 
Kepala Dinas, karena yang 
bertanda tangan pada akta 
kelahiran dan kartu 
keluarga adalah Kepala 
Dinas. 
 
Waktu saya mengurus akta 
kelahiran dan kartu 
keluarga, kurang lebih 2 
minggu baru jadi. Lumayan 
cepat bila dibandingkan 
sebelum pemekaran dulu. 
 
 
Saya mengurus akta 
kelahiran dan kartu 
keluarga disini, kurang 
lebih 1 atau 2 minggu baru 
selesai semua. Tapi itu 
lebih cepat dari pada saat 
sebelum pemekaran dulu 
yang hampir 1 bulan baru 
jadi. 
 
Sebelum pemekaran dulu 
saya pernah mengurus akta 



























































keluarga, tapi saya lupa 
berapa lama baru jadi. 
Kemarin waktu saya urus 
di Kepala Desa , lima hari 
sudah jadi akta kelahiran 
dan kartu keluarga saya. 
 
 
Di sini, untuk saya pribadi  
tidak memberikan tarif 
kepada masyarakat yang 
ingin mengurus akta 
kelahiran dan kartu 
keluarga, karena hal 
tersebut berkaitan dengan 
pungli. Disamping itu, 
jika ingin melakukan 
pungutan harus ada 
perdanya, dan perda itu 
masuk dalam APBD desa. 
 
kalo untuk masalah biaya, 
aparat pemerintah Desa 
Sadar tidak menentukan 
biaya atau tarif kepada 
masyarakat yang akan 
mengurus akta kelahiran 





























keluarga, tapi saya lupa 
berapa lama baru jadi. 
Kemarin waktu saya urus di 
Kepala Desa , lima hari 
sudah jadi akta kelahiran 
dan kartu keluarga saya. 
 
 
Di sini, untuk saya pribadi  
tidak memberikan tarif 
kepada masyarakat yang 
ingin mengurus akta 
kelahiran dan kartu 
keluarga, karena hal 
tersebut berkaitan dengan 
pungli. Disamping itu, jika 
ingin melakukan pungutan 
harus ada perdanya, dan 
perda itu masuk dalam 
APBD desa. 
 
kalo untuk masalah biaya, 
aparat pemerintah Desa 
Sadar tidak menentukan 
biaya atau tarif kepada 
masyarakat yang akan 
mengurus akta kelahiran 



















































a. Apa Ketersediaan 
Sarana yang Nampak 
di Kantor Desa Sadar 
dan bagaimana 
kenyamanan dalam hal 
waktu saya mengurus akta 
kelahiran dan kartu 
keluarga dulu, saya 
mengeluarkan biaya 
sebanyak Rp. 50.000. 
 
Karena saya tidak bisa 
ngurus ke Kabupaten jadi 
saya minta tolong sama 
orang-orang di kantor 
desa untuk kesana, waktu 
itu saya bayar Rp. 50.000 
untuk pengganti bensin. 
 
saya membayar Rp. 
100.000 saat saya 
mengurus akta kelahiran 
dan kartu keluarga dulu 
kepada aparat yang 
menguruskan saya di 
Kependudukan, itu untuk 
transportasi ke Kabupaten 
 
sarana dan prasarana desa 
pasca pemekaran, jika 
dilihat dalam hal 
kesehatan desa kami telah 





























waktu saya mengurus akta 
kelahiran dan kartu 
keluarga dulu, saya 
mengeluarkan biaya 
sebanyak Rp. 50.000. 
 
Karena saya tidak bisa 
ngurus ke Kabupaten jadi 
saya minta tolong sama 
orang-orang di kantor desa 
untuk kesana, waktu itu 
saya bayar Rp. 50.000 
untuk pengganti bensin 
 
saya membayar Rp. 
100.000 saat saya 
mengurus akta kelahiran 
dan kartu keluarga dulu 
kepada aparat yang 
menguruskan saya di 
Kependudukan, itu untuk 
transportasi ke Kabupaten  
 
sarana dan prasarana desa 
pasca pemekaran, jika 
dilihat dalam hal kesehatan 
desa kami telah memiliki 



























































kesehatan terpadu) yang 
dulunya saat belum 
dimekarkan kami belum 
memiliki itu. Untuk 
sarana dan prasarana 
dikantor desa, kami telah 
memiliki perangkat 
komputer untuk melayani 
keperluan masyarakat, 
namun untuk fasilitas 
yang ada didalam kantor 
desa sendiri belum terlalu 
banyak terlihat hanya ada 
kursi dan meja, karena 
kantor desa kami masih 
dalam proses pembenahan 
pasca pemekaran. Namun 







saya pernah ke  Kantor 
Desa Sadar, kalau kantor 
desa sadar itu fasilitis 





























terpadu) yang dulunya saat 
belum dimekarkan kami 
belum memiliki itu. Untuk 
sarana dan prasarana 
dikantor desa, kami telah 
memiliki perangkat 
komputer untuk melayani 
keperluan masyarakat, 
namun untuk fasilitas yang 
ada didalam kantor desa 
sendiri belum terlalu 
banyak terlihat hanya ada 
kursi dan meja, karena 
kantor desa kami masih 
dalam proses pembenahan 
pasca pemekaran. Namun 
hal tersebut tidak 
mengganggu proses 
pelayanan aparat 





saya pernah ke  Kantor 
Desa Sadar, kalau kantor 
desa sadar itu fasilitis yang 

















































aparat pemerintah Desa 
Sadar dalam memberikan 
pelayanan kepada 
masyarakat? 
kursi, meja dan gambar-
gambar. Mungkin karena 




kalau saya lihat, 
sementara inikan kantor 
desa disini sedang dalam 
proses pembangunan, jadi 
yang ada hanya meja dan 
kursi dan itu bisa 
dimaklumi. 
 
saya pernah ke kantor 
Desa Sadar saat saya 
mengambil sembako, dan 
saya melihat ada kursi dan 
meja kayu. Lumayan 
nyamanlah temptanya, 
karena masih diperbaiki  
 
 
Terus terang saja, disini 
sumber daya manusiannya 
masih kurang. Saya juga 
kurang tahu bagaimana 





























meja dan gambar-gambar. 
Mungkin karena sedang 




kalau saya lihat, sementara 
inikan kantor desa disini 
sedang dalam proses 
pembangunan, jadi yang 
ada hanya meja dan kursi 
dan itu bisa dimaklumi. 
 
 
saya pernah ke kantor Desa 
Sadar saat saya mengambil 
sembako, dan saya melihat 
ada kursi dan meja kayu. 
Lumayan nyamanlah 




Disini sumber daya 
manusiannya masih kurang. 
Saya juga kurang tahu 
bagaimana 
programprogram dari atas, 
 
 
 seharusnya itu aparat desa 
baru di tata, karena pada 
dasarnya mereka belum 
pernah mengadakan 
pelatihan sebelumnya. 
Seharunya mereka dilatih 
agara mereka juga 
mempunyai ilmu dan 
pengetahuan. Akan tetapi, 
apapun yang saya tahu 
selama ini saya beri 
tahukan kepada mereka 
agar mereka bisa sambil 
belajar.  Dan setau saya 
yang dilatih diatas selama 
ini adalah ketua BPD, 
Kepala Desa dan 
Sekertaris Desa. Namun 
untuk masalah keramahan, 
aparat pemerintah Desa 
Sadar sangat ramah 
kepada masyarakat. 
 
sikap aparat selama ini 
kepada saya sangat baik, 
ramah dan mereka selalu 






























seharusnya itu aparat desa 
baru di tata, karena pada 
dasarnya mereka belum 
pernah mengadakan 
pelatihan sebelumnya. 
Seharunya mereka dilatih 
agara mereka juga 
mempunyai ilmu dan 
pengetahuan. Akan tetapi, 
apapun yang saya tahu 
selama ini saya beri 
tahukan kepada mereka 
agar mereka bisa sambil 
belajar.  Dan setau saya 
yang dilatih diatas selama 
ini adalah ketua BPD, 
Kepala Desa dan Sekertaris 
Desa. Namun untuk 
masalah keramahan, aparat 
pemerintah Desa Sadar 
sangat ramah kepada 
masyarakat. 
 
sikap aparat selama ini 
kepada saya sangat baik, 
ramah dan mereka selalu 
cepat dalam melayani saya. 
 
Sikapnya aparat baik, 
pada saat saya datang 
kesana saya langsung 
ditanya-tanya keperluan 
saya, tidak ada yang 




pak sekdes selama ini 












Sikapnya aparat baik, pada 
saat saya datang kesana 
saya langsung ditanya-
tanya keperluan saya, tidak 
ada yang sombong dan 




pak sekdes selama ini 
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